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ABSTRAK
purpose of this study was to 1) Determine the influence of jurisprudential
learning model in the course of the Criminal Law of the student anti-
corruption stance Prodi CIVICS FKIP UNS; 2) Knowing the influence of
awareness of anti-corruption laws on the attitudes of students Prodi PPKn FKIP UNS; 3)
Knowing the interaction effect of jurisprudential learning model the Criminal Law
course with legal consciousness of the student anti-corruption stance Prodi PPKn FKIP
UNS. In line with the aim of the study, the research method used is descriptive
quantitative method, which means pendiskripsian correlational and litigious nature of
the data in the form of figures and are present in the population. Populations and
samples in this study were students of semester 2 PPKn Guidance and Counseling
Program UNS 2009 school year are taking courses in Criminal Law number 60 people.
Then the data were analyzed with statistical methods followed by Multiple Linear
Regression Analysis, is to look for relationships between variables Y with two or more
variables X. The formula y = a + + BX2 bX1. This study concludes: 1) There is a
significant influence of jurisprudential application of learning models in the course of
criminal laws against anti-corruption stance Prodi PPKn FKIP UNS students. Through
the application of jurisprudential learning model anti-corruption stance of students will
be increased. This can be seen as through the application of jurisprudential model of
student learning can be actively engaged in learning activities, 2) There is a significant
effect on anti-corruption stance Prodi PPKn FKIP UNS students in terms of the legal
consciousness of students. Legal awareness should translate into attitudes, the more one
is able to understand and implement anti-corruption values embodied growing anti
korups and 3) There is an interaction effect of the application of jurisprudential
learning model in the course of criminal law with the legal awareness of anti-corruption
stance of students Prodi PPKn FKIP UNS. Through the application of appropriate
learning model chosen by the faculty and the high legal awareness by the students will
form an anti-corruption stance.
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PENDAHULUANBangsa Indonesia saat inidihadapkan pada permasalahan krisismoral yang cukup memprihatinkan danakibatnya dapat mempengaruhikelangsungan hidup bangsa dan negara.Salah satu bentuk krisis moral tersebutadalah terjadinya perbuatan korupsiyang akibatnya sangat merugikan bangsadan Negara. Praktik korupsi telah begiturupa mengorupsi Indonesia sehinggamengakibatkan bangsa ini kian rapuhdan terpuruk. Meski satu persatu kasustindak pidana korupsi berhasil diungkapaparat penegak hukum, namun kasusserupa justru bermunculan. TindakPidana korupsi dikategorikan sebagaikejahatan yang luar biasa sehinggapenanganannya pun harus denganperlakuan khusus.Fenomena ini jelas menunjukkanbetapa praktik korupsi telah tumbuhsubur di lembaga-lembaga publik. Dalamsudut pandang Lord Acton, apa yangdilakukan para pejabat publik tersebutdapat dikategorikan sebagaipenyalahgunaan wewenang ataukekuasaan. Lord Acton pernahmenyatakan; power tends to corrupt and
absolute power corrupts absolutely.Ungkapan yang begitu popular ini berartibahwa orang yang memiliki kekuasaancenderung untuk menyalahgunakannyadan orang yang memiliki kekuasaanabsolut sudah pasti akanmenyalahgunakannya. Karena budayakorupsi telah begitu rupa menggerogotibangsa ini maka semangat memberantaskorupsi perlu terus dikobarkan.Pemberantasan korupsi tidakpernah bisa lepas dari sisi pencegahankarena tanpa pencegahan yang efektif,pemberantasan korupsi tidak akan
mendapatkan keberhasilan dalam jangkawaktu yang panjang. Pemerintah, swastadan masyarakat bersama-sama harusmemiliki semangat yang sama dalammenumbuhkan kesadaran melakukanpemberantasan korupsi. Agarpemberantasan korupsi tercapai makayang harus dilakukan adalahmenggunakan strategi dan ilmu yangtepat. Sebab, jika dianalisis faktor-faktoryang mempengaruhi lambannya kinerjalembaga-lembaga anti korupsi makasangat mungkin hal itu dikarenakanbelum menggunakan strategi dan ilmuyang tepat. Salah satu pilihan strategiyang dapat dijadikan alternatif untukmemberantas korupsi adalah melaluipendidikan. Melalui pendidikanakanterbentuk upaya yang simultan danberkesinambungan dalam rangkamemperbaiki karakter kewarganegaraanterhadap pembentukan sikap antikorupsi.Menurut Kosasih Djahiri ada tigacara yang perlu dilakukan untukmenghadapi kondisi dan permasalahanpenegakan hukum yaitu pertama“penyadaran” bagi masyarakat, keduaperlu adanya pengetatan hukum(reinforcement) oleh para penegakhukum tanpa pandang bulu, yang ketigayaitu melalui pendidikan yang diajarkanpada tiap tingkat pendidikan baik daripendidikan dasar, menengah sampaiperguruan tinggi. (Kosasih Djahiri : 2006,227) Perbuatan korupsi merupakanbentuk permasalahan moralkewarganegaraan yang menyebabkanketidaknyamanan, ketidaktenangan, danketidakamanan dalam kehidupanmasyarakat. Oleh karena itu sangatpenting sekali peran untuk
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mengembangkan karakterkewarganegaraan untuk membentuksikap dan perilaku anti korupsi yangtumbuh karena kesadaran bukan karenapaksaan yang sifatnya dogmatis.Lembaga pendidikan harus bisamenjadi miniatur kehidupan masyarakatsehingga mendapatkan relevansi denganpengalaman sebagai warga. Modelpembelajaran yurisprudensial sangatsesuai sekali apabila diterapkan dalampembelajaran Hukum Pidana di ProdiPPKn FKIP UNS, karena modelpembelajaran yurisprudensial akandapat mengembangkan kemampuanmahasiswa untuk memecahkanpermasalahan yang dihadapi. Sehinggasangat dekat sekali dengan karakteristikkewarganegaraan yang diharapkanterbentuk terutama terhadappenanaman sikap anti korupsi. Dasarpemikiran model pembelajaran inisebagaimana dikemukakan adalah suatupandangan bahwa masyarakat memilikikonsep nilai sosial yang secara hukumsaling bertentangan. Pemahaman tentangsistem nilai, pembentukan sikap,keterampilan memecahkan masalahsosial menjadi sangat penting.Melalui Pendidikan antikorupsiyang diintegrasikan pada Mata KuliahHukum Pidana akan dapat menanamkandan membentuk sikap-sikap anti korupsiyang tidak hanya memahami saja tetapimampu menerapkan sikap anti korupsitersebut. Sikap yang akan dibentuk untukdimiliki yaitu: kejujuran, bertanggungjawab, keberanian, kegigihan dankeuletan, kreatif, kepedulian,kedisiplinan, kebersamaan dankesederhanaan.Model pembelajaranyurisprudensial diharapkan akan
tercipta  suasana pembelajaran yangaktif dan dinamis, memungkinkanberkembangnya interaksi sosial, dankesadaran akan pentingnya sikap antikorupsi. Sebagai hasil dari pembelajaranini adalah penguasaan pengetahuantentang nilai-nilai anti korupsi danterwujudnya sikap anti korupsi dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara. Sikap anti korupsi iniakan terbentuk seandainya warganegaradalam hal ini mahasiswa sadar dalammenerapkan hukum. Melalui penerapanmodel pembelajaran yurisprudensialdiharapkan mahasiswa mampu memilikikesadaran hukum sebagai upayamemebntuk sikap anti korupsi.
TINJAUAN PUSTAKA1. Model Pembelajaran YurisprudensialMenurut klasifikasi Joyce danWeil, model pembelajaranyurisprudensial termasuk klasifikasimodel sosial (Tuti Soekamto dan UdinSaripudin vinataputra, 1997: 81).Manusia secara kodratimerupakan makhluk individu sekaligusmakhluk osial. Mereka hidupmengelompok sebagai kekhasankesosialan hidup. Dalam ebersamaanitu, secara individu manusia tetapmemiliki kekhasan individual yangmembedekan satu sama lain.Perbedaan individual ini kemudianmerembes alam kehidupan kelompoksebagai makhluk sosial. Terdapatperbedaan system hidup yang beranekaragam antara sistem sosial kelompokmasyarakat yang sate dengan yang lain.Dalam dinamika kehidupan lebihlanjut, perbedaan sistem sosial itumengalami benturan. Berangkat darikenyataan empiris seperti ini model
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penelitian yurisprudensial lahir. Sebagaidasar pemikiran, model yurisprudensialmendasarkan pada konsepsi tentangmasyarakat yang memiliki pandangandan prioritas yang berbeda mengenainilai sosial yang secara hukum salingbertentangan antara satu dengan yanglain itu.Kata yurisprudensi awalnyaadalah istilah dalam bidang hukum.Menurut Kansil (1989: 50),yurisprudensi adalah keputusan hakimterdahulu yang Bering diikuti olehhakim kemudian dalam perkara yangsama. Latar belakang adanyayurisprudensi ini adalah hakim tidakdapat menolak suatu perkara denganalasan peraturan perundangan yangbersangkutan tidak lengkap, tidakmenyebutkan atau tidak jelas.Model pembelajaranyurisprudensial ialah modelpembelajaran yang digunakan untukmengajarkan mengenai kerangkahukum sebagai referensi untukmemikirkan dan memecahkanmasalah-masalah sosial. Dalam hal inisiswa melalui interaksi dalam berdiskusi,dituntut untuk bisa memikirkan/menganalisis dan mencari jalan untukmemecahkan masalah masalah sosialyang berkenaan dengan konsep keadilandan hak azasi manusia.Konsep dasar modelpembelajaran yurisprudensial inibahwa masyarakat memiliki pandangandan prioritas yang berbeda mengenainilai sosial yang secara hukum salingbertentangan satu dengan yang lain.Dalam model pembelajaran ini,memandang penting dimilikinya suatukemampuan individu untukmemecahkan masalah dengan
menggunakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar demokrasi, keadilan danhak asasi manusia.Untuk melakukan aktivitastersebut diperlukan tiga kemampuan,yaitu :a. Mengenal dengan baik nilai yangberlaku dalam sistem hukum danpolitik yang ada di lingkungannegaranya.b. Memiliki seperangkat keterampilanuntuk dapat digunakan dalammenjernihkan dan memecahkanmasalah social.c. Memiliki pengetahuan tentangmasalah sosial politik yang bersifatkontemporer yang tumbuh danberkembang dalam lingkungannegaranya.Model pembelajaranyurisprudensial ini memiliki enam tahap(Joyce dan Well, 1986 : 268) sepertiberikut :
Tahap Pertama : Orientasi terhadapkasusa. Pengajar memperkenalkan bahan-bahanb. Pengajar mereviu data yang tersedia
Tahap Kedua : Mengidentifikasi Isu atauKasusa. Pebelajar mengsintesiskan fakta-fakta ke dalam isu yang dihadapib. Pebelajar memilih salah satu isukebijakan pemerintah untukdidiskusikanc. Pebelajar mendidentifikasi nilai-nilaidan konflik nilaid. Pebelajar mengenali fakta yangmelatarbelakangi isu dan pertanyaanyang didefinisikan
Tahap Ketiga : Menetapkan PosisiPebelajar menimbang-nimbang posisiatau kedudukannya. Kemudian
PKn Progresif, Vol. 7 No. 1 Juni 2012 5
menyatakan kedudukannya dalamkonflik nilai itu dan dalam hubungannyadengan konsekuensi dari kedudukan itu
Tahap keempat : Mengeksplorasi contoh-contoh dan pola argumentasia. Menetapkan titik dimana terlihatadanya perusakan nilai atas dasardata yang diperolehb. Membuktikan konsekuensi yangdiinginkan dan tidak diinginkan dariposisi yang terpilihc. Menjernihkan konflik nilai denganmelakukan proses analogid. Menetapkan  prioritas dengan caramembandingkan nilai yang satudengan yang lain danmendemonstrasikan kekuranganyabila memiliki salah satu nilai.
Tahap Kelima : Menjernihkan danMenguji Posisia. Pebelajar menyatakan posisinya danmemberikan rasional mengenaiposisinya itu, dan kemudian mengujisejumlah situasi yang serupab. Pebelajar meluruskan posisinya
Tahap Keenam : Mengetes AsumsiFaktual yang melatarbelakangi posisiyang diluluskannya.a. Mengidentifikasi asumsi faktual danmenetapkan sesuai tidaknyab. Menetapkan konsekuensi yangdiperkirakan dan menguji kesahihanfaktual dari konsekuensi itu.2. Konsep Kesadaran HukumKesadaran berkaitan denganperbuatan manusia, yang konsepdasarnya muncul dari rasa sadar dalamdiri manusia. Kata “Sadar” menurutKamus Besar Bahasa Indonesia memilikipengertian insaf, merasa, tahu danmengerti. Selanjunya pengertian“Kesadaran” adalah keinsafan, keadaan
mengerti,  kesadaran akan harga dirinyatimbul karena ia diperlakukan secaratidak adil.  (1997 : 859)Kesadaran memiliki beberapatingkatan yang menunjukkan derajatseseorang. Tingkatan-tingkatankesadaran menurut N.Y Bull (Djahiri,1985:24), antara lain:a. Kesadaran yang bersifat anomous,yaitu kesadaran atau kepatuhan yangtidak jelas dasar dan alasannya atauorientasinya.b. Kesadaran yang bersifatheteronomous, yaitu kesadaran ataukepatuhan yang berlandaskandasar/orientasi motivasi yangberaneka ragam atau berganti-ganti.Ini pun kurang mantap sebab mudahberubah oleh keadaan dan situasi.c. Kesadaran yang bersifat sosionomous,yaitu kesadaran atau kepatuhan yangberorientasikan pada kiprah umumatau khalayak ramai.d. Kesadaran yang bersifat autonomous,yaitu kesadaran atau kepatuhan yangterbaik karma didasari oleh konsepkesadaran yang ada dalam di riseseorang.Menurut Soekanto (1987:228)indikator-indikator dari kesadaranhukum sebenarnya merupakanpetunjuk-petunjuk yang relative konkrittentang adanya taraf kesadaran hukumtertentu. Indikator-indikator tersebutberupa:a. Pengetahuan hukumb. Pemahaman hukumc. Sikap hukumd. Perilaku hukumPendapat tersebut mengacu padapendapat Kutschincky (Soekanto,1982:159), tentang indikator-indikator
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dari kesadaran hukum seperti berikutini: a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)b. Pengetahuan tentang isiperaturan-peraturan hukum (law
acquaintance)c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)d. Pola-pola perikelakuan hukum(legal behavior).Dari uraian pembahasn diatas makadapat diambil kesimpulan, kesadaranhukum pada dasarnya berkaitan dengankeyakinan tentang nilai-nilai yangterdapat dalam diri seseorang terhadapberfungsinya hukum yang berlakumaupun yang telah dan akan berlaku,sebagai bentuk refleksi diri dalambentuk pengetahuan, pemahaman,sikap dan perilaku hukum. Kesadaranhukum akan terjelma dalam bentukkepatuhan atau ketaatan terhadaphukum. Kepatuhan terhadap hukumdalam suatu negara hukum diwujudkandalam bentuk sikap yang timbulnyakarena rasa wajib berbuat baik,kesadaran moral atas hukum yangberkaitan dengan rasa kemanusiaan,dan rasa introspeksi pada diri masing-masing individu.3. Pendidikan Anti KorupsiKeberhasilan praktekpenanggulangan dan pemberantasankorupsi tidak hanya bergantung padaaspek penegakan hukum (law
enforcement) belaka, namun jugaditentukan oleh aspek pendidikan yaknipendidikan anti-korupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan fenomena global.Dikatakan demikian karena sebagian
besar negara di dunia mulai dari benuaEropa, Amerika, Asia, Australia, danbahkan Afrika sudah melaksanakanpraktek pendidikan anti-korupsi.Penelusuran melalui jaringan internetmenunjukkan praktek pendidikan anti-korupsi sudah dilaksanakan di negarabekas komunis di kawasan Eropa Timurseperti Polandia, dan Hungaria. Tidakketinggalan pula negara-negara di Afrikaseperti Nigeria juga sudahmempraktekkan pendidikan anti-korupsi.Menurut Biyanto, ada beberapaalasan yang kiranya dapat menjelaskanurgensi melibatkan lembaga pendidikandalam pemberantasan korupsi. Pertama,lembaga pendidikan memilikiseperangkat pengetahuan (knowledge)untuk memberikan pencerahan terhadapberbagai kesalahpahaman dalam usahapemberantasan korupsi. Lembagapendidikan dengan sumber daya yangdimiliki dapat menjadi referensi untukmencerahkan problematika praktikkorupsi. Kedua, lembaga pendidikanpenting dilibatkan dalam pemberantasankorupsi karena memiliki jaringan(networking) yang kuat hingga kesuluruh penjuru tanah air. Pelibatanlembaga pendidikan mulai tingkat dasar,menengah, hingga pendidikan tinggiakan menjadikan usaha pemberantasankorupsi dapat menjelma sebagai gerakanyang bersifat massif. Ketiga, jika ditelisiklatar belakang sosial satu persatu pelakutindak korupsi maka dapat dikatakanbahwa mayoritas mereka adalah alumniperguruan tinggi. Mereka rata-ratabergelar sarjana. Ini berarti secara sosialmereka tergolong berpendidikan cukupmapan. Persoalannya, mengapa merekamelakukan tindakan yang melanggar
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hukum? Jawabnya, selain faktorkesengajaan untuk memperkaya diri,sangat mungkin perbuatan tersebutdilakukan karena mereka tidakmengetahui seluk beluk tindak pidanayang dapat dikategorikan korupsi.Pilihan yang dapat diambil adalahmenyusun materi pendidikan antikorupsi tersendiri sebagai matapelajaran/ mata kuliah atau melaluistrategi penyisipan (inserting).(http://www.sunan-ampel.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=809%3Akorupsi-mengorupsi-indonesia-oleh-biyanto&catid=45%3Akolom-p-rektor&lang=in)Pendidikan antikorupsi yangdimaksud dalam penelitian ini adalahprogram pendidikan antikorupsi yangrencananya akan disisipkan pada matakuliah yang sudah ada di Prodi PPKnFKIP UNS dalam bentuk perluasan temayang sudah ada dalam kurikulum denganmenggunakan pendekatan anti-korupsi.Pilihan ini digunakan denganpertimbangan agar tidak menambahbeban kurikulum dan jam belajarmahasiswa.Pendidikan antikorupsi jelasbukan cuma berkutat pada pemberianwawasan dan pemahaman. Tidaksekadar menghapal. Pendidikanantikorupsi tidak berhenti padapenanaman nilai-nilai. Lebih dari itu,pendidikan antikorupsi menyentuh pularanah afektif dan psikomotorik.Membentuk sikap dan perilakuantikorupsi pada siswa. Menujupenghayatan dan pengamalan nilai-nilaiantikorupsi.4. Sikap Anti Korupsi
Stimulus penentuan sikapmerupakan variable independent yangdapat diukur, respon-respon afeksi,kognisi dan konasi merupakan variableintervening, sedangkan respon-responyang ditimbulkan dari afeksi. Kognisi,konasi merupakan variable dependenyang dapat diukur.Berkaitan dengan definisi sikapyang dikemukakan Rosenberg danHovland, Mann dalam Saiffudin Azwar(2003 : 24), menjelaskan bahwakomponen kognitif berisi persepsi,kepercayaan dan stereotip yang dimilikiindividu mengenai sesuatu. Komponenafektif merupakan perasaan individuterhadap obyek sikap dan merupakanaspek yang paling bertahan terhadappengaruh-pengaruh yang mungkin akanmengubah sikap seseorang. Komponenkonasi berisi tendensi ataukecenderungan untuk bertindak atauuntuk bereaksi terhadap sesuatu dengancara-cara tertentu.Teknik pengukuran sikap melaluiskala sikap (attitudes scales). Skala sikapberupa pernyataan-pernyataan langsungyang jelas tujuan ukurnya atau dapatpula pernyataan tidak langsung yangkurang jelas tujuan ukurnya bagiresponden. Respon individu terhadapstimuli (pernyataan) sikap yang berupajawaban setuju atau tidak setuju yangmenjadi indikator sikap seseorangterhadap sesuatu obyek.Terkait dengan sikap antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) saat ini tengah mengembangkanPendidikan Anti Korupsi. Pemberantasankorupsi tidak pernah bisa lepas daripencegahan karena tanpa pencegahanyang efektif pemberantasan korupsitidak akan mendapatkan kesuksesan
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dalam jangka waktu yang panjang. Salahsatu metode pencegahan korupsidilakukan dengan membentuk sikap antikorupsi melalui jenjang pendidikan daritingkat Sekolah Dasar sampai PerguruanTinggi. Pendidikan antikorupsi ini sejalandengan tujuan pendidikan itu sendiriyaitu mengembangkan kemampuan danmembentuk watak atau sikap pesertadidik yang berakhlak mulia, berilmu,jujur, kreatif dan mandiri.Pendidikan anti korupsibertujuan untuk menanamkan danmembentuk sikap atau perilaku antikorupsi sehingga peserta didik tidakhanya memahami tetapi mampumenerapkan sikap anti korupsi tersebut.Sikap yang akan dibentuk untuk dimilikioleh peserta didik adalah : (SeriPendidikan Anti Korupsi, KPK)a. Kejujuran: Berkata benar, bertindakbenar, terbuka, menghargai dirisendirib. Kedisiplinan: Komitmen, tepat waktu,ada prioritas, perencanaan, taat,konsistenc. Bertanggungjawab: Siap menanggungrisiko, menjaga kerahasiaan/pesan,berani menghadapi, tidak mengelak,berbuat yang terbaik, adaKonsekuensid. Keberanian : Percaya diri, tidak takut,tegar, hadapi, pantang mundure. Kegigihan dan keuletan : Gigih,berusaha, keras pendirian, bekerjakeras, pantang menyerah, terusbertahanf. Kepedulian: Membela, rasapersaudaraan, toleransi, empati, setiakawang. Kesederhanaan : Bersahaja, tidakberlebihan, sesuai kebutuhan, rendahhati
h. Keadilan: Obyektif, sesuai,proporsional, tidak memihakproposal, penuh denganpertimbanganSikap anti korupsi sedikitnyaharus memiliki karakter dasar yangterdiri dari tiga nilai utama yaitupertama tidak egois, kedua jujur danketiga disiplin. Ketiga nilai pembentukkarakter dasar ini akan menjadi fondasidiri agar tidak mudah goyang. Tidakegois sebagai nilai pertama dalamkarakter dasar makna sebagai lambangperilaku baik dan bersahaja. Dengantidak egois maka sifat rendah hati akantumbuh dan sifat sombong akan terkikis.Orang yang tidak egois mensyukuri apayang dimilikinya dan yang belumdimilikinya tidak akan mengganggupikirannya. Selanjutnya adalah jujur,orang yang jujur menjunjung konsepkepemilikan. Konsep kepemilikan adalahkonsep hidup yang menyadari bahwasemua yang kita miliki termasuk diri kitaadalah milik Allah. Dan semuanya tidakada yang abadi. Jujur merupakan jalanuntuk menuju amanah. Orang yangamanah memiliki makna sebagai orangyang bisa dipercaya. Ada tanggung jawabbesar bagi orang yang amanah untukmenegaskan bahwa yang benar adalahbenar dan yang keliru adalah keliru. Iapun akan selalu bicara tentang kewajibandan tanggung jawab. Nilai terakhir dalamkarakter dasar adalah disiplin. Orangyang disiplin cenderung menghaargaiwaktu dan menjauhi sifatmalas.(http://nurulmahfud.blogspot.com/2011/12/membudidayakan-karakter-anti-korupsi.html)
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5. Teori dan Tahap PerkembanganMoralPiaget (Crain, 2007:167)menyatakan bahwa kesadaran moralanak mengalami perkembangan dari satutahap yang lebih tinggi. Perkembanganmoral ini berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentangapa yang seharusnya dilakukan olehorang dalam berinteraksi dengan oranglain. Dari hasil studi yang telah dilakukantersebut, Piaget (Crain, 2007: 194)menyimpulkan bahwa anak-anakberpikir dengan dua cara yang sangatberbeda tentang moralitas, tergantungpada kedewasaan perkembanganmereka, yakni :
a. Heteronomous MoralityMerupakan tahap pertamaperkembangan moral menurut teoriPiaget yang terjadi kira-kira pada usia 4-7 tahun. Keadilan dan aturan-aturandibayangkan sebagai sifat-sifat duniayang tidak boleh berubah, yang lepasdari kendali manusia. PemikirHeteronomous menilai kebenaran ataukebaikan perilaku denganmempertimbangkan akibat dari perilakuitu, bukan maksud dari pelaku. PemikirHeteronomous yakin bahwa aturan tidakboleh berubah dan digugurkan olehsemua otoritas yang berkuasa. Meyakinikeadilan yang immanen, yaitu konsepbahwa bila suatu aturan dilanggar,hukuman akan dikenakan segera.Pelanggaran dihubungkan secaraotomatis dengan hukuman.
b. Autonomous MoralityTahap kedua perkembangan moralmenurut teori Piaget (Crain, 2007:194)yang diperlihatkan oleh anak-anak yanglebih tua (kira-kira usia 10 tahun ataulebih). Anak menjadi sadar bahwa
aturan-aturan dan hukum-hukumdiciptakan oleh manusia dan dalammenilai suatu tindakan, seseorang harusmempertimbangkan maksud-maksudpelaku dan juga akibat-akibatnya. Bagipemikir Autonomos, maksud pelakudianggap sebagai yang terpenting. Anak-anak yang lebih tua, yang merupakanpemikir Autonomos, dapat menerimaperubahan dan mengakui bahwa aturanhanyalah masalah kenyamanan,perjanjian yang sudah disetujui secarasosial, tunduk pada perubahan menurutkesepakatan.Dalam tahap perkembangan ini anakjuga menjadi lebih pintar dalam berpikirtentang persoalan sosial, terutamatentang kemungkinan-kemungkinan dankerja sama. Pemahaman sosial inidiyakini Piaget terjadi melalui relasidengan teman sebaya yang salingmemberi dan menerima. Dalamkelompok teman sebaya, setiap anggotamemiliki kekuasaan dan status yangsama, merencanakan sesuatu denganmerundingkannya, ketidaksetujuandiungkapkan dan pada akhirnyadisepakati. Relasi antara orang tua dananak, orang tua memiliki kekuasaan,sementara anak tidak, tampaknya kurangmengembangkan pemikiran moral,karena aturan selalu diteruskan dengancara otoriter.Untuk memperjelas teori Piaget yangtelah dipaparkan di atas, dapat dilihatdalam tabel di bawah ini :
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Teori Dua Tahap Perkembangan Moral
Piaget (Crain, 2007)Umur Tahap Ciri Khas4-7tahun Realisme moral(pra operasional) 1. Memusatkan pada akibat-akibat perbuatan2. Aturan-aturan tak berubah3. Hukuman atas pelanggaranbersifat otomatis7-10tahun Masa transisi(konkretoperasional) Perubahan secara bertahapke pemilikan moral tahapkedua
11tahunKeatas
Otonomi moral,realism danresiprositas(formaloperasional)
1. Mempertimbangkantujuan-tujuan perilakumoral2. Menyadari bahwa aturanmoral adalah kesepakatanDari penjelasan di atas dapat ditarikkesimpulan bahwa sikap atau perilakudalam kepatuhan hukum terkait denganperkembangan moral seseorang yangberawal dari adanya pengetahuantentang hukum dan akan tumbuh suatupengakuan dan penghargaan terhadapaturan-aturan hukum, selanjutnya akanmenimbulkan sikap kepatuhan terhadaphukum. Dengan demikian bahwakesadaran hukum merupakan sikapseseorang yang mengetahui, menyadaridan melakukan perbuatan yang sesuaidengan aturan hukum yang telahditetapkan dalam suatu negara.6. Kerangka BerpikirBerdasarkan uraian kajian teoritersebut diatas maka kerangka berpikirdalam penelitian ini dapat dijelaskansebagai berikut :a. Pengaruh penerapan modelpembelajaran yurisprudensial padamata kuliah hukum pidana terhadapsikap korupsi
Karakteristik model pembelajaranyurisprudensial adalah pemecahanmasalah yang berbasis pada pemahamankonsep dan nilai sosial. Dalampraksisnya, pembelajaran model inimenurut siswa untuk mendekati obyekpermasalahan secara langsung,meskipun hal tersebut dikemas dalammateri sederhana. Hal ini akanmemberikan pemahaman yang relatifutuh terhadap suatu konsep nilai yangdiajarkan. Mahasiswa tidak sajamendengar atau menghafal konseptertentu, tetapi lebih pada penerapankonsep untuk membedah permasalahanyang disodorkan dosen atau secarabersama. Di samping itu, pengalamanlangsung tersebut akan melibatkanproses mental, intelektual danketrampilan siswa, terutama ketrampilanmemecahkan masalah yang secara tidaklangsung akan menanamkan nilai-nilaihidup manusia yang bukan hanyasekedar kebiasaan, tetapi berdasarkanpemahaman dan kesadaran diri untukmenjadi yang lebih baik. Karena ranahpembelajaran tidak hanya pada tatarankognitif saja namun juga afektif, makapengetahuan yang telah diterimamahasiswa akan menjadi semangatdalam menimbulkan kesadaran untukmenerapkan nilai-nilai yang ada dalambentuk sikap hidup.Strategi belajar yang digunakandalam belajar banyak ditentukan olehdiri sendiri tanpa bergantung padaperintah atau paksanaan dari orang lain.Kemauan, minat dan rasa percaya diriserta kedisiplinan belajar dan partisipasimahasiswa dalam menyelesaikan materipembelajaran akan mempengaruhi padapemahaman dan sikap secara benar.
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Pada pokok bahasan/materi TindakPidana Korupsi yang terdapat dalamsilabus mata kuliah Hukum Pidana, selainaturan normatif dan berbagaipermasalahan korupsi yang terjadi danupaya pemecahan masalah tersebut jugaakan ditanamkan nilai-nilai anti korupsiyang merupakan realitas hidup dalammasyarakat. Selanjutnya nilai-nilai antikorupsi  ini akan menjadi sikap hidupanti korupsi yang harapannya akanmenjadi budaya yang diterapkan dalamhidup bermasyarakat, berbangsa danbernegara. Dengan demikian dapatdikatakan bahwa model pembelajaranyurisprudensial pada mata kuliah HukumPidana ini diduga dapat meningkatkansikap anti korupsi mahasiswa.b. Pengaruh mengenai sikap antikorupsi ditinjau dari kesadaranhukum mahasiswaIndikator-indikator dari kesadaranhukum sebenarnya merupakanpetunjuk-petunjuk yang relative konkrittentang adanya taraf kesadaran hukumtertentu. Indikator-indikator tersebutberupa pengetahuan hukumpemahaman hukum sikap hukum danperilaku hukum. Atau lebih jelasnyaindikator-indikator dari kesadaranhukum juga ditentukan olehPengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness),Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance),Sikap terhadap peraturan-peraturanhukum (legal attitude) dan pola-polaperikelakuan hukum (legal behavior).Begitu juga dengan sikap antikorupsi yang diharapkan akan terwujuddengan baik apabila warga negaratermasuk mahasiswa benar-benarmemiliki kesadaran hukum.
Berdasarkan uraian diatas maka dapatdikatakan ada pengaruh yang signifikanmengenai sikap anti korupsi biladitinjau dari kesadarn hukummahasiswa.c. Interaksi pengaruh penerapan antaramodel pembelajaran yurisprudensialpada mata kuliah hukum pidanaterhadap sikap anti korupsi ditinjaudari karakter kewarganegaraanmahasiswaModel pembelajaranyurisprudensial, yang menuntutketrampilan memecahkan masalahsetelah penguasaan konsep, akan mampumengeliminir munculnya verbalismepengetahuan. Pembelajaran tidak hanyamewujudkan penguasaan pengetahuannamun dapat diwujudkan dalam bentuksikap dari mahasiswa.Pembelajaran yang menerapkanmodel pembelajaran yurisprudensialpada mata kuliah hukum pidana ini akanbanyak memberikan pengalaman bagimahasiswa dalam menyelesaikanpersoalan korupsi yang dihadapimasyarakat. Pembelajaran akan banyakmengungkap berbagai nilai-nilai antikorupsi yang harus diterapkan seluruhwarga negara yang terwujud kesadaranhukum. Apabila kesadaran hukum inidapat diwujudkan menjadi sikap antikorupsi maka akan terjaminnyakehidupan warga negara yang lebihaman, tenang dan menyenangkan,terwujudnya keadilan dan sejahtera bagiseluruh warga negara.7. HipotesisBeradasarkan uraian tinjauanpusataka dan kerangka berpikir diatas,hipotesis dalam penelitian ini adalahsebagai berikut :
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1. Ada pengaruh penerapan modelpembelajaran yurisprudensial padamata kuliah hukum pidana terhadapsikap anti korupsi mahasiswa ProdiPPKn FKIP UNS2. Ada pengaruh mengenai sikap antikorupsi ditinjau dari Kesaran hukummahasiswa Prodi PPKn FKIP UNS3. Ada interaksi pengaruh penerapanmodel pembelajaran yurisprudensialpada mata kuliah hukum pidanaterhadap sikap anti korupsi ditinjaudari kesadaran hukum mahasiswaProdi PPKn FKIP UNS ?
METODE PENELITIANPenelitian ini dilaksanakan di ProdiPPKn FKIP UNS pada mahasiswasemester 2 tahun ajaran 2009, yangmengambil mata kuliah Hukum Pidana.Waktu penelitian selama 6 bulan, sejakbulan Januari sampai Juni 2009. Metodepeneltian yang digunakan adalah metodedeskriptif  kuantitatif korelasional yangberarti pendiskripsian sifat dan karakterdata yang berupa angka-angka dan sudahterdapat di dalam populasi. Populasitarget peneltian adalah seluruhmahasiswa semester 2 tahun ajaran2009, yang mengambil mata kuliahHukum Pidana. Jumlah sampel adalah 60mahasiswa yang sekaligus merupakansampel dalam penelitian ini.Instrumen atau alat pengumpul datayang digunakan dalam penelitian iniuntuk  data primer adalah DaftarPertanyaan atau Kuesioner dan datasekunder digunakan penelitiandokumentasi dan semua datadikumpulkan melalui teknik survei danobservasi langsung dilokasi penelitian.Sebelum kuesioner didistribusikankepada responden terlebih dahulu
dilakukan uji coba (try-out) untukmenganalisis tingkat validitas danreliabilitasnya. Uji validitas instrumendilakukan dengan menggunakan teknikanalisis butir (analisis item). Untukmemperoleh koefisien validitasdigunakan rumus korelasi product
moment dari r-pearson sebagai berikut :
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
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rxyHasil perhitungan dikonsultasikandengan tabel korelasi. Apabila hasilperhitungan lebih besar dari harga yangada pada tabel, maka instrumentdikatakan mempunyai tingkat korelasiyang tinggi dan dinyatakan jugamempunyai validitas yang tinggi.Untuk menentukan tingkatreliabilitas dari seluruh alat ukur(instrument penelitian)  dalam penelitianini dilakukan dengan “internal
consistency” dengan teknik belah dua(split half method) yang dianalisis denganpenerapan formula Spearman-Brown.Untuk keperluan tersebut, maka butir-butir instrumen dibelah menjadi duakelompok, yaitu kelompok butir awaldan kelompok butir akhir dengan rumussebagai berikut :
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Alat ukur yang digunakan dalampenelitian ini, sesuai hasil perhitunganstatistik dengan uji coba alat ukur, dimana test reliabilitas instrumen untukdua variabel diperoleh hasil sebagaimanadapat dilihat pada tabel berikut ini.Dari hasil pengujian reliabilitastersebut, dapat disimpulkan bahwavariabel ternyata menunjukkan angka
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korelasi yang lebih “tinggi” dari angkakorelasi sebelum dikoreksi. Setelahdikonsultasikan dengan harga rTabel,ternyata signifikan pada taraf signifikansi1%. Ini berarti tingkat reliabilitasinstrumen untuk dua variabel beradapada kategori “tinggi". Dengan kata lainbahwa instrumen yang digunakan dalampenelitian ini memiliki tingkatketerandalan yang tinggi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHasil perhitungan statistik mengenaihubungan antara variabel Y dengan duavariabel X.Dengan menggunakan perhitunganskor deviasi dengan rumus RegresiBerganda diperoleh hasil persamaanregresinya adalah Ŷ = 20,49 + 0.49 X1 -1,48 X2.Berdasarkan perhitungan koefisienkorelasi ganda diperoleh harga sebesar0,6634 Harga ini dapat menyimpulkanbahwa ada korelasi yang positif danbermakna penerapan modelpembelajaran yurisprudensial pada matakuliah Hukum Pidana (X1),  kesadaranhukum (X2) terhadap sikap anti korupsi(Y). Hubungan yang positif antar variabeldapat diketahui dari harga korelasisederhana maupun korelasi parsial yangbertanda positif. Harga positif inimenunjukkan perubahan X terhadap Ysearah. Besarnya perubahan dapatdilihat dari koefisien regresinya.Y  =  102.899 +  3.615 X1Y  =  69,66  +  2,685 X2Pada persamaan regresi di atasdapat diterangkan bahwa 3,615 sebagaikoefisien regresi variabel X1menunjukkan perubahan variablepenerapan model pembelajaran
yurisprudensial (X1) terhadap Sikap AntiKorupsi (Y) Dan jika X2 konstan koefisienregresinya variabel (X2) yaitu 2,685 yangmenunjukkan perubahan penguasaanvariable kesadaran hukum (X2).Dengan demikian variablepenerapan model pembelajaranyurisprudensial (X1) dan variablekesadaran secara bersama-samaberpengaruh terhadap variable sikapanti korupsi (Y) , yaitu R= 0,6634 denganbesarnya R2 (44,018%).Dari hasil perhitungan besarnyakoefisien determinasi X1 terhadapkriterium Y di dapat ry122 = 0,438 makabearnya sumbangan predictor X1 adalah(19,18%). Sedang koefisien determinasiX2 terhadap kriterium Y di dapat ry212 =0,616 maka besarnya sumbanganpredictor X2 adalah 38 %. Dan hasilperhitungan koefisien determinasi Y,terhadap X1, X2 di dapat R = 0,663 makabesarnya koefisien determinasinya (R2)adalah 44,18%. Berdasarkan kontribusitersebut di peroleh dari kuadratkoefisien korelasi ganda, sehinggakontribusi X1 19,18%  dan X2 = 38 %.Persamaan regresi linier gandadi buktikan melaluji uji linieritas denganhasil Fdata = 16,51 lebih besar dari Ftabelpada taraf signifikan 5% dengan (1,43) =3,38. Oeh karena itu persamaan ini dapatdigunakan untuk memperkirakanpengaruh antara variable penerapanmodel pembelajaran yurisprudensial (X1)dan variable kesaradaran hukum (X2)terhadap sikap anti korupsi (Y).Dari hasil perhitungan persamaan regresisederhana (secara parsial) diperolehY  =  102.899 +  3.615 X1Hal ini menunjukkan bahwavariable penerapan model pembelajaranyurisprudensial (X1) berpengaruh
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terhadap kriterium Y, hasil persamaanregresi secara parsial menghasilkan nilaipositif, artinya variable X1 berpengaruhsecara positif, semkin besar nilai X1 makapengaruhnya semakin besar terhadap y.Dari hasil perhitungan uji anavasecara parsial variable X1..diperoleh Fhitung 13,720, F table dengan taraf signifikan5% dengan daya pembeda (43,5), yaitu2,25. Maka F hitung > F table. Jadi hipotesisalternatif yang menunjukkan bahwa adapengaruh yang signifikan antarapenerapan model pembelajaranyurisprudensial terhadap sikap antikorupsi diterima.Dari hasil perhitungan persamaanregresi sederhana (secara parsial)diperoleh Y  =  69,66  +  2,685 X2. Hal inimenunjukkan bahwa variable kesadaranhukum (X2) berpengaruh terhadap sikapanti korupsi (Y). Hasil persamaan regresisecara parsial menghasilkan nilai positif,artinya variable kesadaran hukum (X2)berpengaruh secara positif, semakinbesar nilai variable kesadaran hukum(X2) maka pengaruhnya semakin besarterhadap variable sikap anti korupsi (Y).Dari hasil perhitungan uji anavasecara parsial variable kesadaran hukum(X2) diperoleh F hitung 45,52,, F tabledengan taraf signifikan 5% dengan dayapembeda (43,27), yaitu 2,25. Maka F hitung> F table. Jadi hipotesis alternatif yangmenunjukkan bahwa ada pengaruh yangsignifikan antara kesadarn hukum (X2)terhadap sikap anti korupsi (Y) diterima.Jadi hipotesis alternatif (Ha) yangmenyatakan bahwa ada pengaruh yangsignifikan antara variable modelpembelajaran yurisprudensial (X1) danvariable kesadaran hukum (X2) terhadapsikap anti korupsi (Y) diterima.
KESIMPULAN DAN SARANBerdasarkan hasil analisis datadan pembahasan hasil penelitian makadapat disimpulkan Pertama : Terdapatpengaruh yang signifikan dari penerapanmodel pembelajaran yurisprudensialpada mata kuliah hukum pidanaterhadap sikap anti korupsi  mahasiswaProdi PPKn FKIP UNS. Dengan penerapanmodel pembelajaran yurisprudensialmaka sikap anti korupsi mahasiswa akandapat ditingkatkan, hal ini dapatdiketahui karena melalui penerapanmodel pembelajaran yurisprudensialmahasiswa terlibat secara aktif dalampembelajaran sehingga pemahamanmahasiswa tentang tindak pidanakorupsi lebih mendalam dan mau belajardan mau menerapkan nilai-nilaiantikorupsi sebagai sikap hidupnya.Kedua : Terdapat pengaruh yangsignifikan mengenai  sikap anti korupsimahasiswa Prodi PPKn FKIP UNSditinjau dari kesaradaram hukum.Kesadaran hukum harus diwujudkanmenjadi sikap oleh setiap warga negarauntuk menjadi manusia yang lebih baik.Semakin seseorang sadar hukumsemakin terwujud sikap kepatuhan danketaatan hukum. Begitu juga dengansikap anti korupsi yang diharapkan akanterwujud dengan baik apabila warganegara termasuk mahasiswa benar-benar dapat memahami dan memilikikesadaran hukum. Ketiga : Terdapatpengaruh interaksi dari penerapanmodel pembelajaran yurisprudensialpada mata kuliah hukum pidana dengankesadaran hukum terhadap sikap antikorupsi mahasiswa Prodi PPKn FKIPUNS. Melalui penerapan modelpembelajaran yang tepat yang dipilihdosen dan dengan adanya kesadaran
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hukum yang tinggi oleh mahasiswa akanmembentuk sikap anti korupsi.Berdasarkan hasil penelitian yangdiperoleh maka diajukan saran-saranbahwa 1) Hasil penelitian menunjukkanbahwa dengan penerapan modelpembelajaran yurisprudensialmenunjukkan adanya peningkatan sikapanti korupsi pada mahasiswa,Pembelajaran yusriprudensial sangatcocok sekali untuk diterapkan padapembelajaran yang membahas materihukum khususnya tindak pidanakorupsi.  Pemahaman siswa tidak hanyamendengar dan menghapal tetapiterlibat langsung dalam obyekpermasalahan dan pemecahan masalah;2) Penerapan model pembelajaran akanlebih menciptakan suasana yangmenyenangkan dalam pembelajaran,maka penerapan variasi modelpembelajaran merupakan hal yangpenting sekali yang harus dilakukanoleh dosen. Kurangnya pemahamanmahasiswa terhadap. materi yangdisampaikan apalagi mata kuliahHukum Pidana yang khusus mengaturtentang tindak pidana korupsi akanberpengaruh terhadap sikap-sikaphidup mahasiswa, untuk itu sebaiknyadosen harus mempertimbangkan ataumemodivikasi model pembelajarannyayang tepat dan senantiasasa akanmeningkatkan sikap anti korupsi; 3)Kesadarn hukum mahasiswa sangatlahpenting dalam proses pembelajaran antikorupsi. Kesadaran hukum akanterjelma dalam bentuk kepatuhan atauketaatan terhadap hukum. Kepatuhanterhadap hukum dalam suatu negarahukum diwujudkan dalam bentuk sikapyang timbulnya karena rasa wajibberbuat baik, kesadaran moral atas
hukum yang berkaitan dengan rasakemanusiaan, dan rasa introspeksi padadiri masing-masing individu. Semakinseseorang memiliki kesadaran hukumakan terwujud sikap-sikap anti korupsi.4) Pendidikan anti korupsi harusmampu menciptakan suasana yangkondusif melalui pemberian contoh-contoh penerapan nilai-nilai antikorupsidalam pembelajaran sehingga dalam dirimahasiswa tumbuh keyakinan bahwayang dipelajarinya akan dapatbermanfaat bagi dirinya.
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